BERITA NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

No.148, 2016 KEMENKEU. BMN. Kendaraan Dinas. ASN. TNI.
Anggota POLRI. Lelang. Tata Cara.

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 14/PMK.06/2016
TENTANG
TATA CARA PENJUALAN BARANG MILIK NEGARA BERUPA KENDARAAN
PERORANGAN DINAS KEPADA PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA,
ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA, ATAU ANGGOTA KEPOLISIAN
NEGARA REPUBLIK INDONESIA TANPA MELALUI LELANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 27
ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2014 tentang
Penjualan Barang Milik Negara/Daerah Berupa Kendaraan
Perorangan Dinas, perlu menetapkan Peraturan Menteri
Keuangan tentang Tata Cara Penjualan Barang Milik Negara
Berupa Kendaraan Perorangan Dinas Kepada Pegawai
Aparatur Sipil Negara, Anggota Tentara Nasional Indonesia,
atau Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia Tanpa

Melalui Lelang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur

Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
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Menetapkan

2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5494);

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5610);

Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2014 tentang
Penjualan Barang Milik Negara/Daerah  Berupa
Kendaraan Perorangan Dinas (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 305, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5610);

Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2015 tentang
Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 51);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG TATA CARA
PENJUALAN BARANG MILIK NEGARA BERUPA KENDARAAN
PERORANGAN DINAS KEPADA PEGAWAI APARATUR SIPIL
NEGARA, ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA, ATAU
ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
TANPA MELALUI LELANG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.

Barang Milik Negara, yang selanjutnya disingkat BMN,

adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas
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beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau
berasal dari perolehan lainnya yang sah.

Kendaraan Perorangan Dinas adalah BMN berupa
kendaraan bermotor yang digunakan oleh Pejabat
Negara, pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN), anggota
Tentara Nasional Indonesia (TNI), dan anggota Kepolisian
Negara Republik Indonesia (Polri) untuk melaksanakan
tugas dan fungsi pada jabatan yang diembannya.
Pengelola Barang adalah pejabat yang berwenang dan
bertanggung jawab menetapkan kebijakan dan pedoman
serta melakukan pengelolaan BMN.

Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan
penggunaan BMN.

Penilai adalah pihak yang melakukan penilaian secara
independen berdasarkan kompetensi yang dimilikinya.
Penilaian adalah proses kegiatan untuk memberikan
suatu opini nilai atas suatu objek penilaian berupa BMN
pada saat tertentu.

Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas Tanpa Melalui
Lelang adalah pengalihan kepemilikan BMN berupa
Kendaraan Perorangan Dinas kepada pegawai ASN,
anggota TNI, atau anggota Polri tanpa melalui lelang
dengan menerima penggantian dalam bentuk uang.
Direktorat Jenderal adalah Direktorat Jenderal yang
lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi
pengelolaan BMN.

Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang lingkup
tugas dan tanggung jawabnya meliputi pengelolaan BMN.
Pegawai Aparatur Sipil Negara, yang selanjutnya disebut
pegawai ASN, adalah pegawai negeri sipil dan pegawai
pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh
pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam
suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara
lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-

undangan.
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Bagian Kedua

Ruang Lingkup

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi tata cara

Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas tanpa melalui lelang

yang berada pada Pengguna Barang kepada pegawai ASN,

anggota TNI, atau anggota Polri tanpa melalui lelang.

(1)

(2)

Bagian Ketiga

Prinsip Umum

Pasal 3

Kendaraan Perorangan Dinas meliputi kendaraan dinas
bermotor roda empat angkutan darat milik negara yang
lazimnya digunakan untuk angkutan perorangan,
termasuk namun tidak terbatas pada sedan, jeep, dan
minibus.

Kendaraan Perorangan Dinas sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) merupakan kendaraan yang telah
ditetapkan dengan keputusan pejabat yang berwenang
untuk digunakan dalam rangka pelaksanaan tugas

pegawai ASN, anggota TNI, dan anggota Polri.

Bagian Keempat

Pihak Pelaksana Penjualan

Pasal 4

Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas Tanpa Melalui Lelang

dilaksanakan oleh Pengguna Barang setelah mendapat

persetujuan Pengelola Barang.
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(3)
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BAB II
KEWENANGAN DAN TANGGUNG JAWAB

Bagian Kesatu

Pengelola Barang

Pasal 5

Menteri Keuangan selaku Pengelola Barang memiliki

kewenangan dan tanggung jawab:

a. memberikan persetujuan atas usul Penjualan
Kendaraan Perorangan Dinas Tanpa Melalui Lelang
sesuai batas kewenangannya; dan

b. melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap
pelaksanaan persetujuan Penjualan Kendaraan
Perorangan Dinas Tanpa Melalui Lelang.

Kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) secara fungsional dilaksanakan oleh

Direktur Jenderal.

Direktur Jenderal dapat mendelegasikan kewenangan

dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

kepada pejabat struktural di lingkungan Direktorat

Jenderal.

Bagian Kedua

Pengguna Barang

Pasal 6

Menteri/Pimpinan Lembaga selaku Pengguna Barang

memiliki kewenangan dan tanggung jawab:

a. mengajukan usul Penjualan Kendaraan Perorangan
Dinas Tanpa Melalui Lelang yang berada dalam
penguasaannya kepada Pengelola Barang;

b. membuat perjanjian jual beli Kendaraan Perorangan

Dinas dengan pegawai ASN, anggota TNI, atau



